
GUBERNUR KAUMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR

NOMOR33 TAHUN 2018

TENTANG

TATACARAPEMBERIANHIBAHDANBANTUANSOSIAL

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

.GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

Menimbang a. bahwa Peraturan Gubemur Nomor 46 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial;

Mengingat 1. Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65·
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun .2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

JI. Gajah Mada No.·2 Samannda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
.Telepon :(0541) 733333 Fa)( (0541) 737762-742111

..W~bsite : http://~altimprov.go.id

."..,.



-2-

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor465);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PEMBERIANHIBAHDANBANTUANSOSIAL.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Gubemur ini-yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah ProvinsiKalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom ProvinsiKalimantan Timur.

3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaranjbarang.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Unit Kerja adalah satuan kerja yang menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi pada Sekretariat Daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.
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10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

11.TimAnggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPDadalah
tim yang dibentuk dengan keputusan Gubemur dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12.Rencana KeIja dan Anggaran PPKDyang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran badan/ dinas/biro keuangarr/bagian
keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum
daerah.

13.Rencana Kerja dan AriggaranSKPDyang selanjutnya disingkat RKASKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKDyang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dlnas/blro
keuangarr/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA
SKPDmerupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

16.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

17.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
Iebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP dalam
mekanisme Hibah dan Bantuan Sosial adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat yang berfungsi selaku Bendahara Umum Daerah pada PPKD
untuk mengajukan permintaan pembayaran.

19.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakau/diterbitkan oleh pejabat yang berfungsi selaku
Bendahara Umum Daerah atas beban pengeluaran DPAPPKD.

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.

21. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha MilikDaerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
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22. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uangjbarang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompokdanj atau
masyarakatyang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teIjadinya resiko sosial.

23. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok danjatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.

24. Naskah Perjanjian Hibah Daerahyang selanjutnya disingkat NPHDadalah
naskah peIjanjian Hibah yang bersumber dari APBDantara Pemerintah
Daerahdengan penerima Hibah.

25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKADadalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

26. Tim Hibah dan Bansos adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk
melaksanakan fungsi kesekretariatan seperti menerima, merekap dan
meneruskan usulan permohonan dan usulan pencairan bantuan Hibah
dan Bansos ke SKPDjUnit Kerja sesuai dengan urusan, tugas fungsi
bidang masing-masing.

27. Masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk
Kalimantan Timur yang dapat dibuktikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

28.Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial,
pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memilikianggota.

29. Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah
pertanggungjawaban atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial oleh
penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam
usulanjproposal pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial.

30. Rekomendasi Awal adalah dokumen yang diterbitkan dari hasil evaluasi
dokumen persyaratan administrasi permohonan hibah atau bansos oleh
SKPDjUnit Kerja terkait.

31. Rekomendasi Akhir adalah dokumen yang diterbitkan dari hasil evaluasi
dokumen persyaratan administrasi pencairan hibah atau bansos dan
pengecekan ke lapangan oleh SKPDj Unit Kerja terkait

32. Dokumen Administrasi adalah dokumen administrasi yang wajib
disertakan sebagai dokumen kelengkapan persyaratan administrasi usulan
permohonan maupun pencairan hibah atau bansos oleh pemohon

33. Dokumen Teknis (fisikjbangunan) Dokumen lain sejenis
(barangjkendaraan) adalah dokumen teknis yang wajib disertakan sebagai
dokumen kelengkapan persyaratan teknis usulan permohonan maupun
pencairan hibah atau bansos oleh pemohon

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. Hibah;
b. Bantuan Sosia1;dan
c. monitoring, evaluasi dan audit.
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BAB II
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan
Keuangan Daerah.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang,
ataujasa.

Pasal4

(1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi
kriteria paling sedikit :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
danjatau

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(2) Pemberian Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan kriteria :
a. batas paling banyak pemberian Hibah dalam bentuk uang sebesar

Rp.200.000.000,OO(dua ratusjuta rupiah);
b. Hibah yang jumlahnya lebih dari Rp.200.000.000,OO(dua ratus juta

rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan dalam
bentuk barang melalui SKPDjUnit Kerja terkait;

c. batas paling banyak pemberian Hibah dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk penerima Hibah yang diatur
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; dan

d. Bilamana permohonan hibah dalam bentuk barang atau jasa bagi
badanjlembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud huruf c, diberikan melalui SKPDjUnit Kerja
terkait.
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Pasal5

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. badan usaha miliknegara atau badan usaha milik daerah; dan/ atau
d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia.
Pasal6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah keIjanya berada di Daerah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang
diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan

peraturan perundang-undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat

Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan /atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala PD terkait sesuai kewenangannya yang memiliki
kegiatan tertentu dalam bidang infrastruktur, perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan
hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,
perkebunan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan
keolahragaan non profesional.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan .pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6),
Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia harus memiliki kepengurusan inti baik ditingkat provinsi
maupun Kabupaten/Kota.

(8) Pengurus inti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah jabatan dalam
kepengurusan badan, lembaga, organisai kemasyarakatan yang terdiri dari
jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dapat menetapkan
kebijakan.

Bagian Kedua
Pengajuan Usulan Permohonan

Pasal7

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara
ataubadan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubemur melalui Tim
Hibah dan Bansos dengan batas waktufjadwal yang telah ditetapkan.

(2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
melampirkan dokumen persyaratan permohonan Hibah berupa:

a. Hibah kepada pemerintah pusat:
1. surat permohonanj'usulan Hibah kepada Gubemur yang

ditandatangani oleh pimpinanyketua/kepala instansi satuan kerja
dan dibubuhi cap;

2. proposal yang memuat informasi mengenai:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan; dan
c. rincian rencana kebutuhan biaya.

3. wilayah kerja dari satuan kerja kementeriarr/Iembaga pemerintah
non kementerian yang berada di Daerah; dan

4. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Hibah kepada pemerintah daerah lain:
1. surat permohonanyusulan Hibah kepada Gubemur yang

ditandatangani oleh kepala daerah dan dibubuhi cap;
2. proposal yang memuat informasi mengenai:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan; dan
c. rincian rencana kebutuhan biaya.
d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. Hibah kepada badan usaha milik negara :
1. surat permohonanj'usulan Hibah kepada Gubemur yang

ditandatangani oleh direktur utama atau sebutan lain dan dibubuhi
cap;

2. proposal yang memuat informasi mengenai:
a.latar belakang;
b. maksud dan tujuan; dan
c. rincian rencana kebutuhan biaya.

3. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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d. Hibah kepada badan usaha mlik daerah:
1. surat permohonari/usulan Hibah kepada Gubemur yang

ditandatangani oleh direktur utama atau sebutan lain dan dibubuhi
cap; dan

2. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

e. Hibah kepada badan atau lembaga :
1. surat permohonanj'usulan Hibah kepada Gubemur yang

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
2. proposal yang memuat informasi mengenai:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. susunan kepengurusan yang jelas; dan
d. rincian rencana kebutuhan biayajika permohonan yang diajukan

bersifat uang, atau rincian/ spesifik jenis barang jika permohonan
yang diajukan bersifat barang.

3. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
atau sebutan lainnya;

4. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
dan/ atau badan/Iembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;

5. untuk tujuan kegiatan pembangunan/fisik, dilengkapi dengan
dokumen teknis meliputi rencana anggaran biaya gambar rencana
dan konstruksi bangunan atau dokumen lain sejenis baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun pihak ketiga;

6. melampirkan dasar hukum pembentukan atau
pengesaharr/penetapan dari pimpinan instansi badan atau
lembaga, berupa:
a) peraturan perundang-undangan; atau
b) surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri,

Gubemur atau Bupati/Walikota; atau
c) surat pengesaharr/penetapan dari pemerintah pusat

dan/ atau pemerintah daerah yang mengakui keberadaan
badan atau lembaga

7. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas
nama ketua, sekretaris dan bendahara;

8. laporan pertanggungjawaban Hibah bagi yang pemah menerima
Hibah;

9. status tanah untuk kegiatan pembangunan/fisik kepemilikannya
atas nama badan atau lembaga; dan

10. tidak mengajukan proposal hibah pada tahun anggaran yang sama
dan lebih dari satu proposal.

f. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia:
1. surat permohonari/usulan Hibah kepada Gubemur yang

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
2. proposal yang memuat informasi mengenai:

a.latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. susunan kepengurusan yang jelas;dan
d. rincian rencana kebutuhan biayajika permohonan yang diajukan

bersifat uang, atau rincian/ spesifik jenis barang jika permohonan
yang diajukan bersifat barang.
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3. melampirkan surat terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

4. memiliki surat keterangan domisili dari Iurab./kepala desa setempat
atau sebutan lainnya;

5. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
6. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
7. untuk tujuan kegiatan pembangunarr/fisik, dilengkapi dengan

dokumen teknis meliputi rencana anggaran biaya gambar rencana
dan konstruksi bangunan atau dokumen lain sejenis baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun pihak ketiga;

8. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas
nama ketua, sekretaris dan bendahara;

9. laporan pertanggungjawaban Hibah bagi yang pernah menerima
Hibah;

10. surat keterangan dari perangkat daerah pemerintah
kabupaterr/kota setempat yang terkait; dan

11. status tanah untuk kegiatan pembangunan atau fisik
kepemilikannya atas nama lembaga/organisasi kemasyarakatan.

(3) Tim Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur yang diusulkan oleh BPKAD.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Hibah dan Bansos dibantu oleh
sekretariat dengan berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Kalimantan Timur.

(5) Tim Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk:
a. menerima/rnenghimpun dan meregistrasi seluruh usulan

permohonan atau pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah
atau Bantuan Sosial;

b. mengelompokkan setiap usulan permohonan atau pencairau/usulan
tertulis/proposal bantu an Hibah atau Bantuan Sosial sesuai dengan
SKPD/Unit Ketja terkait yang akan mengevaluasi dan memberikan
rekomendasi awal maupun rekomendasi akhir;

c. mendistribusikan/meneruskan usulan permohonan atau
pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah atau Bantuan
Sosial ke SKPD/Unit Kerja terkait untuk dilakukan evaluasi; dan

d. memonitor proses penyelesaian evaluasi usulan permohonan
maupun usulan pencairan diterbitkarr/tidak diterbitkannya
rekomendasi oleh SKPD/Unit Ketja terkait.

(6) Gubernur menunjuk SKPD dan Unit Kerja terkait untuk melakukan
evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) SKPD dan Unit Ketja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai
pembidangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi:
a. urusan Pendidikan dan Kebudayaan baik pada jenjang satuan

pendidikan tingkat dasar (pAUD, TK, SD, dan SLTP), satuan
pendidikan tingkat menengah (SMAdan SMK)dan satuan pendidikan
tinggi (Akademi dan Perguruan Tinggi), serta satuan pendidikan
khusus (SLB dan SPK), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

b. urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur;
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c. urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan, Jembatan, lrigasi,
Permukiman, Perumahan-dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat-Provinsi
Kalimantan Timur;

d. urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Timur;

e. urusan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur;

f. urusan Keagamaan/Peribadatan, Lembaga Keagamaan dan
Pendidikan Keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

g. urusan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur;

h. urusan Ketenagaketjaan dan Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Ketja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;

i. urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah Provinsi Kalimantan
Timur;

j. urusan Kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi
Kalimantan Timur;

k. urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas
Pemuda dan Olahraga ProvinsiKalimantan Timur;

1. urusan Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, dilaksanakan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikProvinsi Kalimantan Timur;

m. urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, dilaksanakan oleh
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

n. urusan BUMN dan BUMD, dilaksanakan oleh Biro Ekonomi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

o. urusan Pertanian, Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura,
dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur;

p. urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi
Kalimantan Timur;

q. urusan Perpustakaan dan Arsip, dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

r. urusan Petemakan, dilaksanakan oleh Dinas Petemakan dan
-Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

s. urusan Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;

t. urusan Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur;

u. urusan Perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur;

v. urusan Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

w. urusan Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;

x. urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;
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y. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ProvinsiKalimantan Timur; dan

z. urusan Pengadaan Kendaraan Operasional, dilaksanakan oleh Biro
Umum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Timur.

(8) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD
dapat berkoordinasi dengan SKPDjUnit Kerja terkait lain, baik di
lingkungan Pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupatenjkota
jika usulanjproposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah secara
substansi terkait dengan SKPDjUnit Kerjatersebut.

(9) Format surat permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal8

(1) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan
untuk APBDtahun berkenaan dan disampaikan paling cepat pada bulan
Juli 2 (dua) tahun sebelumnya dan paling lambat bulan Februari 1 (satu)
tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

(2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dievaluasi oleh SKPD
dan diterbitkan rekomendasi awal paling lambat pada akhir bulan Mei 1
(satu) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

(3) Batas waktu pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Perubahan APBDtahun anggaran berkenaan disampaikan paling
cepat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum perubahan APBDtahun
anggaran berkenaan dan paling lambat akhir Maret tahun anggaran
berkenaan.

(4) Batas waktu penyampaian rekomendasi SKPDterhadap pengajuan usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan paling lambat bulan Juni
tahun anggaran berkenaan.

(5) Batas waktu pengajuan usulan Hibah dan format rekomendasi awal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal9

(1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (6), Kepala SKPDjUnit Kerja terkait dapat membentuk tim untuk
melakukan evaluasi terhadap usulanjproposal Hibah baik permohonan
maupun pencairan sesuai dengan pembidangan penyelenggaraan urusan
pemerintahan.

(2) Kepala SKPDjUnit Kerja terkait menyampaikan hasil evaluasi usulan
tertulis permohonan berupa rekomendasi awal dan kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi permohonan kepada Tim Hibah dan
Bansos,untuk selanjutnya disampaikan kepada TAPDmelalui BPKAD.

(3) SKPDyang menerbitkan rekomendasi wajib menyimpan rangkap berkas
kelengkapan dokumen persyaratan administrasi permohonan dan
rekomendasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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(4) Evaluasi usulan yang dilakukan SKPDjUnit Kerja terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi permohonan danj atau dokumen teknis serta
evaluasi penerima hibah yang mendapatkan bantuan berturut-turut
melalui daftar evaluasi dokumen persyaratan administrasi permohonan
bantuan hibah.

(5) Format daftar evaluasi dokumen persyaratan administrasi permohonan
bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasall0

(1) Setelah menerima rekomendasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2), TAPDmemberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan
kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Rekomendasi awal Kepala SKPDjUnit Kerja terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dan pertimbangan TAPDsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam
rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran
sementara.

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, danj atau jasa.

Pasalll

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKDdan RKA-SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal12

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah,
objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada PPKD.

(2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lain;
c. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; danjatau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia.

"\
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(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam
jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Hibah barang atau jasa dan
rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/rnasyarakat pada SKPD/Unit Kerja.

(4) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan
nama penerima dan besaran Hibah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-
SKPD.

Pasal14

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Gubemur dan penerima Hibah.

(2) Penandatanganan oleh Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:
a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya; dan
b. Hibah untukjumlah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Gubemur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD.

(4) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a. sekretaris Daerah, untuk nilai Hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah); dan
b. wakil Gubernur untuk nilai Hibah di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Dalam hal pejabat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b berhalangan, dapat dilakukan oleh pejabat dengan jenjang jabatan
satu tingkat dibawahnya.

(6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah asisten yang
membidangi urusan administrasi umum.

(7).NPHDberupa uang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima Hibah;
b. tujuan pemberian Hibah;
c. besaranjrincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban.
e. tata cara penyalurarr/penyerahan Hibah; dan
f. tata cara. pelaporan Hibah.
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(8) NPHDberupa barang dan jasa paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima Hibah;
b. tujuan pemberian Hibah;
c. jenis dan rincian barang atau jasa yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban.
e. tata cara penyaluranjpenyerahan Hibah; dan
f. tata carapelaporan Hibah.

(9) Naskah NPHD dibuat oleh SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan
rekomendasi dan sebelum ditandatangani oleh Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan ayat (4)di paraf oleh kepala SKPDjUnit Kerja
terkait atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan rekomendasi.

(10) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

Pasal15

(1) Gubemur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang yang
akan dihibahkan dengan keputusan Gubemur atas usulan BPKAD
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubemur
tentang penjabaran APBD.

(2) Gubemur menetapkan daftar penerima Hibah barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan keputusan Gubemur atas usulan SKPDjUnit Kerja
dengan tembusan BPKADberdasarkan peraturan daerah tentang APBD
dan Peraturan Gubemur tentang penjabaran APBD.

(3) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar penyaluranjpenyerahan Hibah.

(4) Besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam lampiran Peraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kelima
Pencairan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal16

(1) BPKAD membuat surat pemberitahuan realisasi pencairan setelah
diterbitkannya Keputusan Gubemur tentang Penetapan daftar penerima
Hibah dan Bansos.

(2) Surat pemberitahuan realisasi pencairan dan daftar Lampiran Keputusan
Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
SKPDjUK terkait sesuai urusannya atau yang telah menerbitkan
rekomendasi awal.

(3) SKPDjUK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera
menyampaikan surat permohonan pencairan tersebut .kepada penerima
hibah sesuai lampiran Keputusan Gubemur.
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(4) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah
kepada Gubernur melalui BPKAD(melalui Tim Hibah dan Bansos) dengan
dilengkapi dokumen persyaratan pencairan dengan batas waktu/jadwal
yang telah ditetapkan.

(5) Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
selanjutnya oleh Tim Hibah dan Bansos disampaikan ke SKPD/Unit Kerja
terkait yang menerbitkan rekomendasi awal untuk dilakukan evaluasi.

(6) Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas :
a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain,meliputi :

1. menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dari
Gubemur;

2. surat permohonan pencairan Hibah yang ditandatangani oleh
pimpinan instansi atau KepalaDaerah dan dibubuhi cap;

3. rencana anggaran biaya awal/permohonan;
4. rencana anggaran biaya pencairan;
5. rekomendasi awal dari SKPD/Unit Kerja terkait;
6. NPHD;
7. pakta integritas;
8. surat pernyataan tanggungjawab;
9. salinan/ fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi

dan/ atau rekening kas umum daerah lainnya;
10.menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap instansi serta

dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah
atau pejabat yang ditunjuk;

11.khusus untuk instansi pemerintah pusat memperoleh nomor register
dari kementerian keuangan; dan

12.materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam)lembar.

b. Hibah untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
persyaratan pencairan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

c. Hibah untuk badan dan lembaga, meliputi:
1. menunjukkan Bukti Surat Pemberitahuan Realisasi Pencairan Dari

Gubernur;
2. surat permohonan pencairan Hibah yang ditandatangani oleh ketua

dan sekretaris badan atau lembaga dan dibubuhi cap;
3. rencana anggaran biaya awalj'permohonan;
4. rencana anggaran biaya pencairan;
5. rekomendasi awal dari SKPD/Unit Kerja terkait;
6. NPHD;
7. pakta integritas;
8. surat pernyataan tanggung jawab;
9. salinarr/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas

nama ketua, sekretaris dan bendahara;
10.salinarr/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan

atau lembaga dengan specimen nama ketua dan bendahara;
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11.kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani
ketuajpimpinan dan dibubuhi cap badan atau lembaga serta
dicantumkan nama lengkap ketuajpimpinan badan atau lembaga;
dan

12.materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam)lembar.

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, meliputi:
1. menunjukkan Bukti Surat Pemberitahuan Realisasi Pencairan Dari

Gubernur;
2. surat permohonan pencairan Hibah yang ditandatangani oleh

ketuaj pimpinan dan sekretaris organisasi dan dibubuhi cap;
3. rencana anggaran biaya awaljpermohonan;
4. rencana anggaran biaya pencairan;
5. rekomendasi awal dari SKPDjUnitKerjaterkait
6. NPHD;*
7. pakta integritas;
8. surat pemyataan tanggungjawab;
9. salinanjfotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas

nama ketua, sekretaris dan bendahara;
10.salinanjfotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama

organisasi kemasyarakatan dengan specimen nama ketua dan
bendahara;

11.kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani
ketuajpimpinan organisasi dan dibubuhi cap organisasi serta
dicantumkan nama lengkap ketuajpimpinan atau sebutan lain
ketuajpimpinan organisasi kemasyarakatan penerima belanja Hibah;
dan

12.materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam)lembar.

(7) Evaluasi usulan yang dilakukan SKPDjUnit Kerja terkait
sebagaimanadimaksud pada ayat (5) meliputi evaluasi kelengkapan
dokumen persyaratan administrasi pencairan, danj atau dokumen teknis
serta verifikasiRABPencairan dan pengecekanjpeninjauan lapangan.

(8) Kepala SKPDjUnit Kerja terkait menyampaikan hasil evaluasi usulan
tertulis pencairan berupa rekomendasi akhir dan kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi pencairan kepada TimHibah dan Bansos, untuk
selanjutnya disampaikan kepada TAPDmelalui BPKAD.

(9) Format daftar evaluasi dokumen persyaratan administrasi pencairan
bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

(10) Penyaluranjpenyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima
Hibah dilakukan setelah dilaksanakan penandatanganan NPHD.

(11) NPHDsebagaimana dimaksud dalam ayat (10) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur 'ini.

(12) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
terpenuhi.



-17-

(13) Penerima Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8).

(14) Format surat permohonan pencairan hibah, rekomendasi akhir dan daftar
permohonan pencairan bantu an HibahjBansos sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(15) Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(16) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (6)
huruf a angka 8, huruf c angka 8 dan huruf d angka 8 tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf2
Tahapan Pencairan

Pasal17

(1) Pencairan Hibah untuk nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan
dalam 2 (dua) tahapan penyaluran.

(2) Pencairan Hibah untuk nilai di atas Rp.l.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dilaksanakan dalam 3 (dua)kali penyaluran.

(3) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai
berikut:
a. pencairan tahap I sebesar 50 % (limapuluh persen) dari nilai Hibah; dan
b. pencairan tahap II dilakukan setelah penerima Hibah menyampaikan

laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan tahap I paling rendah
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(4) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai
berikut:
a. pencairan tahap I sebesar 400/0(empatpuluh persen) dari nilai Hibah;
b. pencairan tahap II sebesar 300/0(tiga puluh persen) setelah penerima

Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan
tahap I paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

c. pencairan tahap III sebesar 300/0 (tiga puluh persen) setelah penerima
Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan
tahap I dan tahap IIpaling rendah sebesar 900/0(sembilanpuluh persen).

(5) Tahapan pencairan Hibah dengan besaran persentase dari nilai Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam
NPHD.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal18

(1) SKPDjUnit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa
sesuai DPA SKPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
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(2) SKPD/Unit Kerja terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada
jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Hibah barang
atau jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima Hibah.

(3) Penyerahan Hibah barang atau jasa dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja
terkait setelah penerima Hibah melengkapipersyaratan :
a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain, terdiri atas :

1. berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah, serta
dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau KepalaDaerah;

2. NPHDbarang;
3. pakta integritas; dan
4. surat pemyataan tanggungjawab.

b. Hibah untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Hibah untuk badan atau lembaga, terdiri atas:
1. berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai

cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan atau lembaga, serta
dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan badan atau lembaga;

2. NPHD;
3. pakta integritas;
4. surat pemyataan tanggung jawab; dan
5. salinanjfotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas

nama ketua dan sekretaris badan atau lembaga.

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, terdiri atas :
1. berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat)bermaterai cukup

dan ditandatangani, serta dicantumkan nama lengkap penerima
Hibah;

2. NPHD;
3. pakta integritas;
4. surat pemyataan tanggungjawab; dan
5. salinarr/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas

nama ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan.

(4) Penerima Hibah berupa barang dan jasa bertanggung jawab sepenuhnya
atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Pasal19

(1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah
kepada Gubemur melalui BPKADdengan tembusan SKPD/Unit Kerja
terkait yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur.

(2) Penerima Hibah berupa uang yang kegiatannya sudah dilaksanakan
namun ada sisa dapat dipergunakan sepanjang terkait dengan kegiatan
yang diusulkan dan dilaporkan kepada Gubemur melalui BPKAD.

(3) Penerima Hibah berupa uang yang kegiatannya dilaksanakan sekali selesai
dan terdapat sisa maka harus dikembalikan ke Kas Daerah.
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(4) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan Hibah
barang atau jasa kepada Gubernur melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait
yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur.

(5) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIIIyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal20

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasijenis belanja Hibah pada PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja
Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada PD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.

Pasal21

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
a. ueularr/permohonan tertulis dari calon penerima Hibah kepada

Gubernur;
b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;dan
e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah

terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal22

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan material
atas penggunaan dana Hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah berupa uang meliputi:
a. laporan penggunaan Hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang

diterima telah digunakan sesuai NPHD;dan
c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penenma Hibah berupa
barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui BPKADdengan tembusan
SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektur
Provinsi Kalimantan Timur, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
Januari pada tahun anggaran berikutnya.



-20-

(4) Dalam hal masih terdapat sisa kegiatan yang belum dilaksanakan,
penerima Hibah wajib menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berikutnya sampai
pelaksanaan kegiatan selesai.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai objek
pemeriksaan.

Pasal23

(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Pasal24

(1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang dan/ atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Xlyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
BANTUANSOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.

(3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang
atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.

(4) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelolayatim piatu, nelayan miskin,
lanjut usia, anak terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-
putri pahlawan yang tidak mampu.
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(5) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta
dan Masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,
bantuan makanarr/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi
kelompok Masyarakat kurang mampu.

Pasal26

(1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1)meliputi :
a. individu, keluarga, dan Iatau Masyarakat yang mengalami keadaan yang

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
dan

b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan Iatau
Masyarakat dari kemungkinan terjadinya ResikoSosial.

(2) Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb meliputi :
a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan,

penyakit, cacat,usia tua dan kematian;
b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi.
c. resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain kekeringan, banjir,

gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan tsunami; dan
d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial/pemerintahan, dan

ketidakstabilan politik.

(3) Resiko sosial terkait dengan kondisi ekonomi sebagaimana dimaksud ayat
(2)huruf b kriterianya dilakukan verifikasioleh Dinas Sosial.

(4) Resiko sosial yang terkait dengan kondisi sosial/pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, kriterianya dilakukan
verifikasioleh Dinas Sosial.

Pasal27

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu darr/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas
Bantuan Sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan usulan dari calon penerima dan Iatau atas usulan Kepala
SKPD.

(4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari pagu bantu an sosial yang
berdasarkan usulan dari calon penerima.
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(5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko
Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBDyang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang
lebih besar bagi individu dari/ atau keluarga yang bersangkutan.

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal28

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat (1)
harus memenuhi kriteria:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan ResikoSosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi :
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah Daerah.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian Bantuan
Sosial tidak wajib dan tidakharus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari ResikoSosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi :
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasa129

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6)huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.
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(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf
b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6)
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok Masyarakat
yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6)
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi,
penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta mitigasi bencana
untuk pengurangan risiko bencana.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal30

(1) Anggota/kelompok Masyarakat darr/atau SKPD terkait dapat
menyampaikan usularr/proposal Bantuan Sosial secara tertulis kepada
Gubemur melalui Tim Hibah dan Bansos sesuai dengan batas
waktu/jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilengkapi dengan melampirkan dokumen persyaratan permohonan
berupa:
a. Bantuan Sosial kepada individu dan keluarga :

1. surat permohonarr/usulan Bantuan Sosial kepada Gubemur
yang ditandatangani/ diparaf oleh pemohon;

2. rencana anggaran biaya;
3. fotokopi kartu tanda penduduk/ surat izin mengemudi/Icartu

pelajar /kartu mahasiswa yang masih berlaku;
4. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat

yangberwenang;dan
5. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir.

b. Bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat:
1. surat permohonanj'usulan Bantuan Sosial kepada Gubemur

yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
2. proposal yang memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan; dan
c. rencana anggaran biaya.
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3. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua dan sekretaris
atau sebutan lain yang masih berlaku;

4. surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang;

c. Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah:
1. sl!rat permoho?an/usulan Bantuan Sosial kepada Gubernur yang

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain dan
dibubuhi cap;

2. proposal yang memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. susunan kepengurusan lembaga;
d. jumlah data binaan; dan
e. rencana anggaran biaya.

3. persyaratan administrasi yang meliputi:
a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain

yang dipersamakan;
b. surat izin operasional dari perangkat daerah pemerintah

kabupaterr/kota yang terkait;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga, jika

usulan Bantuan Sosial berupa uang;
e. surat keterangan dari perangkat daerah pemerintah

kabupaterr/kota setempat yang terkait; dan
f. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama

ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

(3) Gubemur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai pembidangan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi :
a. urusan pendidikan,baik padajenjang satuan pendidikan tingkat dasar

(pAUD, TK, SD, dan SLTP), satuan pendidikan tingkat menengah
(SMA dan SMK) dan satuan pendidikan tinggi (Akademi dan
Perguruan Tinggi), serta satuan pendidikan khusus (SLB dan SPK)
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Timur;

b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur;

c. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Timur;

d. urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil
menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan
Usaha Mikro,Kecildan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;

e. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Kalimantan Timur;

f. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;

g. urusan petemakan, dilaksanakan oleh Dinas Petemakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

h. urusan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan
Provinsi Kalimantan Timur; dan

i. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
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(5) ~KPD ter~t sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk
tim evaluasi usulan Bantuan Sosial.

(6) Evaluasi usulan yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) meJiputi:
a. kelengkapan syarat administrasi permohonan atau proposal.
b. v~riftkasi permohonan atau proposal dan/ atau rencana' anggaran

biaya;
c. sec~~ faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon; dan
d. penilaian kelayakan, kepatutan dan kewajaran terhadap permohonan

atau proposal.

(7) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi
dan kelengkapan dokumen kepada Tim Hibah dan Bansos, untuk
selanjutnya disampaikan kepada TAPDmelalui BPKAD.

(8) Format surat usulan permohonan Bantuan Sosial dan batas
waktu/jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(9) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan format
daftar evaluasi dokumen persyaratan administrasi permohonan bansos
sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran III dan
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal31

(1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) sesuai dengan prioritas dan
kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPDsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
Bantuan Sosial dalam rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas
dan plafon anggaran sementara.

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/ atau barang.

Pasal32

(1) Bantuan Sosia! berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKDdan RKA-SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosia! dalam APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal33

(1) Bantuan Sosia! berupa uang dianggarkan da!am kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosia!, dan
rincian objek belanja Bantuan Sosial pada PPKD.
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(2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. individu atau keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerintah.

(3) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Bantuan
Sosial barang dan rincian objek belanja Bantuan Sosial barang yang
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD yang menerbitkan
rekomendasi.

(4) Dalam rincian objek belanja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Pasal34

Gubemur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan
keputusan Gubemur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Gubemur tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal35

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas
DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD.

Pasal36

(1) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar perierima
Bantuan Sosial yang tercantum dalam keputusan Gubemur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, kecuali Bantuan Sosial kepada individu
dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (5).

(2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) didasarkan pada permintaan tertulis
dari individu danj'atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan
dari pejabat yang berwenang dan mendapat persetujuan Gubemur setelah
diverifikasi oleh SKPD terkait.

(3) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung kepada rekening penerima.

(4) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp.5.000.000,OO. (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui
mekanisme tambah uang.

(5) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang Bantuan Sosial.
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(6) Kelompok Masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai penerima
Bantuan Sosial berupa uang, mengajukan permohonan pencairan Bantuan
Sosial kepada Gubemur melalui BPKAD(cq. Tim Hibah dan Bansos)
setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh SKPD terkait dengan
dilengkapi dokumen persyaratan pencairan, yang meliputi :

a. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial berupa uang yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan dibubuhi cap lembaga;

b. rencana anggaran biaya awaljpermohonan;
c. rencana anggaran biaya pencairan;
d. pakta integritas;
e. surat pemyataan tanggungjawab;
f. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua,

sekretaris dan bendahara;
g. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dengan

specimen nama ketua dan bendahara;
h. kuitansi rangkap 4 (empat)bermaterai cukup, ditandatangani ketua dan

dibubuhi cap lembaga serta dicantumkan nama lengkap ketua lembaga;
dan

i. Materai Rp 6.000,- (enam ribu) sebanyak 6 (enam)lembar.

(7) Penerima Bantuan Sosial berupa uang, bertanggungjawab atas kebenaran
dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).

Pasal37

(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA- SKPD
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) SKPDterkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencatat barang hasil
pengadaan pada jenis belanja barang, objek, rincian objek Bantuan Sosial
barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima Bantuan
Sosial.

(3) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD
kepada penerima Bantuan Sosial, yang meliputi :

a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas:
1.berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan
Sosial; dan

2. fotokopikartu tanda penduduk atas nama penerima Bantuan Sasial.
b. Bantuan Sasial untuk keluarga, terdiri atas :

1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga
penerima Bantuan Sosial; dan

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk danj atau Kartu Keluarga atas nama
kepala keluarga penerima Bantuan Sosial.



-28-

c. Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah
terdiri atas: '
1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap
ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga
non pemerintah penerima Bantuan Sosial; dan

2. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua/pimpinan atau
sebutan lain kelompok masyarakat/Iembaga non pemerintah
penerima Bantuan Sosial.

Pasal38

(1) Penerima Bantuan Sosial wajib menggunakan uang danj'atau barang yang
diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal
permohonan yang diajukan dan telah disetujui.

(2) Penerima Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/ atau barang
yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal39

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubemur melalui BPKADdengan
tembusan SKPD terkait yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektorat
ProvinsiKalimantan Timur.

(2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubemur melalui kepala SKPDterkait
yang menerbitkan rekomendasi.

(3) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dan ayat (2)tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

(4) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidakmenyampaikan laporan
pertanggungjawaban setelah 1 (satu) tahun sejak diterimanya Hibah dan
Bantuan Sosial, maka yang bersangkutan tidak mendapat bantuan lagi
dari Pemerintah Daerah, kecuali bagi penerima Bantuan Sosial yang
bersifat individu atau perorangan.

(5) Bagi penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang belum menyampaikan
laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang pemah diterima diberikan
tahun terakhir, tidak akan direaliasikan pencairannya.

Pasal40

(1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
Bantuan Sosial pada PPKDdalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja
Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKPDterkait.
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Pasal41

(1) PPKDmembuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu
dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) paling lambat tanggal 5
(lima)Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-
masing individu dan Iatau keluarga.

Pasal42

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial
meliputi:
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau

surat usulan/permohcnan dari kepala SKPD terkait dan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubemur;

b. keputusan Gubemur tentang penetapan daftar penerima Bantuan
Sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial
berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/ atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal43

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan
material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima;
b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan

Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa
barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubemur melalui BPKADdengan tembusan
SKPD terkait yang menerbitkan rekomendasi paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial sebagai objek
pemeriksaan.
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(5) Format surat pemyataan tanggung jawab laporan penggunaan Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

Pasal44

(1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
dilaporkan sebagai persediaan da!am neraca.

(3) Bantuan Sosia! berupa uang yang menjadi komitmen atas belanja Bantuan
Sosial yang belum dilaksanakan j diserahkan kepada penerima Bantuan
Sosia! sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
utang da!am neraca.

(4) Kelebihan pembayaran belanja Bantuan Sosial yang telah disalurkan
kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai piutang dalam neraca.

Pasal45

(1) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan Bantuan Sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIIIyang
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BABIV
MONITORING,EVALUASIDANAUDIT

Pasal46

(1) SKPDjUnit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi melakukan
monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Gubemur dengan tembusan kepada inspektorat
Daerah.

(3) Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat
melakukan audit keuangan dan evaluasi kepada penerima Hibah dan
Bantuan Sosial.

(4) Laporan hasil audit atas penggunaan danaHibahdan Bantuan Sosialyang
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada Gubemur.
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(5) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit keuangan
s~bagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdapat penggunaan
H.lbah.a~u Ban~an S~sia1yang tidak sesuai dengan usulan yang telah
disetujui, penenma Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal47

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf d
dikecualikan terhadap :
a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013;

b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan
Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan
Berbadan Hukum (Rechttspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang
berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap
diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak
perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013;

c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar (SKT)yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing,
Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalamjangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 diundangkan.

(2) Saat peraturan ini mulai berlaku maka :
a. terhadap usulan hibah tahun 2017 yang pencairannya tahun 2018

tetap mendasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 46
Tahun 2017 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Pememtah Provinsi
Kalimantan Timur; dan

b. terhadap usulan hibah tahun 2018 yang masuk sebelum
ditetapkannya Peraturan ini, verifikasi permohonan mendasarkan
Peraturan Gubernur 46 Tahun 2017, dan proses pencairannya
mengacu pada peraturan ini.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Nomor
46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2017 Nomor46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal49

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal13 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

DR. H. AWANGFAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal13 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTANTIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2018 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM

KEPALABIRO HUKUM,

~~
H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMAMUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

..



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT SURAT PERMOHONANHIBAH

KOPSURAT

Nomor
Lampiran: 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah dan Bansos Kepada Yth :

KabjKrita, ... tanggal ...bulan ...tahun

Gubemur Kalimantan Timur Cq. Tim Hibah
dja Biro Kesra Setda ProvoKaltim

Lantai IV Kantor Gubemur Kaltim
di-

Samarinda

Dengan hormat,

Pemohon,

Tandatangan dan cap stempel

Sekretaris,
(Nama lengkap sesuai KTP)

Ketua
(Nama lengkap sesuai KTP)

Mengetahui~

KetuaRT,

( )

Lurah,

( )

Camat,

( )

Samarinda, 13 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR NOMOR 33
TAHUN2018 TENTANGTATACARAPEMBERIANHIBAH DAN
BANTUANSOSIAL

BATAS WAKTU/JADWAL PEMPROSESAN PERMOHONAN
HIBAH / BANSOS (JADWAL PENGANGGARANHIBAH DAN
BANTUANSOSIAL)

APBD-MURNI

No Uraian APBDMURNI
1 Penerimaan usulan dan proposal oleh Tim Hibah Bulan Februari sebelum

dan Bansos tahun berkenaan
2 Penerimaan usulan dan proposal oleh Bulan maret sebelum

Dinas/Badan/Biro terkait tahun berkenaan
3 Evaluasi Dok. Persyaratan Adm. Permohonan Maret s/d Mei sebelum

oleh Dinas/Badan/Biro terkait tahun berkenaan
4 Rekomendasi Awal yang diterbitkan

Dinas/Badan/Biro terkait
5 Pertimbangan TAPD
6 Masuk Dalam KUA-PPAS

APBD- PERUBAHAN

No Uraian APBDPERUBAHAN
1 Penerimaan usulan dan proposal oleh Tim Hibah Bulan Desember 1 tahun

dan Bansos sebelum perubahan
APBDtahun anggaran

berkenaan - akhir Maret
tahun anggaran

berkenaan
2 Penerimaan usulan dan proposal oleh Januari sebelum

Dinas/Badarr/Biro terkait perubahan APBDtahun
berkenaan

3 Evaluasi oleh Dinaa/Badan /Biro terkait Bulan Mei tahun
anggaran berkenaan

4 Rekomendasi Awal yang diterbitkan Bulan Juni tahun
Dinas/Badan/Biro terkait anggaran berkenaan

5 Pertimbangan TAPD
6 Masuk Dalam KUA-PPAS

Samarinda, 13 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

ttd

DR. H. AWANOFAROEKISHAK

H. SUROTO. SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT REKOMENDASI AWAL DAN FORMAT REKOMENDASI
CALON PENERIMA HIBAH

A. 1. FORMAT: REKOMENDASI AWAL
OLEH SKPD /UNIT KERJA TERKAIT

KOP OPD MASINO-MASINO

Nomor
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Rekomendasl Awal

Permohonan Hibah
Tahun ....

Samarinda, tgl/bln/thn

Kepada
Yth. Gubemur Kalimantan Timur

Cq. BPKADProv. Kaltim
di-

Samarinda

Sehubungan dengan perihal sebagaimana tersebut di atas dan
berdasarkan hasil evaluasi permohonanj'usulan tertulis dokumen
persyaratan administrasi permohonan bantuan hibah· yang telah kami
lakukan sebagaimana termaktub dalam pergub kaltim nomor : ..... tahun
2018 tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial pemprov.
kaltim, maka dengan ini disampaikan bahwa :
1. pemohon bantuan hibah sebagaimana yang tertera dalam lampiran

surat rekomendasi awal ini memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat

untuk dipertimbangkan dalam
pemberian bantuan hibah pemerintah provinsi kalimantan timur.

2. adapun mengenai penetapannya termasuk besar nominal hibah
diserahkan sepenuhnya kepada tapd melalui proses pembahasan
anggaran sebagaimana mestinya

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi

KEPALASKPD/UNITKERJATERKAIT,

ttd

Pangkat/ Gol
NIP.

CATATAN : LAMPlRAN 1 (SATU) RANGKAP, ADALAH :
1. PROPOSAL/USULAN TERTULIS PERMOHONAN
2. HASIL CEKLIST EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN
3. DOKUMEN RAB AWAL/PERMOHONAN
4. ASLI REKOMENDASI AWAL
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B. 1. FORMAT: REKOMENDASICALONPENERIMABANSOS
OLEH SKPD/UNIT KERJA TERKAIT

KOP OPD MASING-MASING

NOMOR

SAMARINDA,tgl bulan tahun

Kepada

LAMPIRAN: 1 (SATU) RANGKAP

PERIHAL REKOMENDASIDAN
BESARAN

YTH. Gubemur Prov. Kaltim
Cq. Tim Hibah Dan
Bansos
DI-

Samarinda

Berdasarkan hasil evaluasi usulan yang sdh dilakukan atas
permohonan/usulan/proposal bantuan sosial pada dinas/badan/biro
(skpd/unit kerja terkaityang melakukan evaluasi) ..

Bersama ini disampaikan kepada bapak, rekomendasi dan usulan besaran
bantuan sosial untuk atas nama masing-masing pemohon (terlampir) untuk tahun
anggaran .

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dijadikan bahan pertimbangan
pemberian bantuan sosial.

KEPALASKPD/UNIT KERJA TERKAIT,

ttd

Pangkat/ Gol
NIP,
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LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN HIBAH

A.
DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UNTUK PEMOHON
PEMERINTAH PUSAT

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN HIBAH
PEMERINTAH PUSAT

(Dasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Instansi
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Nama Pimpinan I Kepala Instansi & HP

..................................................................................................................

...

PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGANNO.

1 Surat Permohonan I Usulan kepada Gubemur yang ditandatangani oleh
pimpinan I kepala instansi satuan kerja dan di bubuhi cap
Proposal yang memuat :
a. Latar Belakang2 b. Maksud dan Tujuan
c. Rincian rencana kebutuhan biava (RAB) Permohonan

3 Wilayah kerja dari satuan kerja kementerian I lembaga pemerintah non
kementerian yang berada di Daerah

4 Dokumen Teknis, berupa RAB Kegiatan FisiklBangunan *

5
Dokumen Teknis, berupa RAB pembelian/pengadaan kendaraan
operasional/spesifiklkhusus lainnya*

6 Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kab/Kota

Lengkap I I Memenuhi Syarat Untuk Dibantu
Tidak Memenuhi Syarat Untuk DibantuTidak Lenqkap I I

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Permohonan,

ITO

( Nama jelas )

Catatan:
* Contreng (v) jika terdapat dalam usulan permohonan (RAB)
- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng M



B. .DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN HIBAH UNTUK PEMOHON PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN HIBAH

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

(Dasar: Peraturan Gubemur KalimantanTimur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Instansi
a. Alarnat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Nama Pimpinan I Kepala Instansi & HP

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

. 1 Surat Permohonan I Usulan kepada Gubemur yang ditandatangani oleh
pimpinan I kepala instansi satuan kerja dan di bubuhi cap

Proposal yang memuat :

a. Latar Belakang
2 b. Maksud dan Tujuan

c. Rincian rencana kebutuhan biaya (RAB) Permohonan

3 Dokumen Teknis, berupa RAB Kegiatan FisikiBangunan *

4
Dokumen Teknis, berupa RAB pembelianlpengadaan kendaraan
operasionallspesifiklkhusus lainnya*

5 Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kab/Kota

Lengkap Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Tidak Lengkap Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Permohonan,

TID

( Nama jelas )

Catatan:

• Contreng (v) jika terdapat dalam usulan permohonan (RAB)

- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng M



C. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UNTUK PEMOHON BADAN USAHA Mill.
NEGARA

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN HIBAH

BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Dasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Instansi
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Nama Direktur I Pimpinan BUMN

~ .
· ,

· ,

· ,

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1 Surat Permohonan I Usulan kepada Gubemur yang ditandatangani oleh
Direktur/Pimpinan BUMN dan di bubuhi cap

Proposal yang memuat :
a. Latar Belakang

2 b. Maksud dan Tujuan

c. Rincian rencana kebutuhan biaya (RAB) Permohonan

3 Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kab/Kota

Lengkap Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Tidak Lengkap Tldak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Permohonan,Catatan:
- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng M

ITO

( Nama Jelas )



D. DAFTAR EVAUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UNTUK PEMOHON BADAN USAHA
MILIK DAERAH

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN HIBAH

BADAN USAHA MILIK DAERAH

(Dasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama SUMO
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Nama OirekturIPimpinan SUMO & HP

.................................................................................................................
...................................................................................................................

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1 Surat PellTlohonan I Usulan kepada Gubernur yang ditandatangani olen
Direktur/Pimpinan dan di bubuhi cap

..

2 Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kab/Kota

Lengkap Memenuhi Syarat Untuk Oibantu

Tidak Lengkap Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu_.

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Permohonan,

TID

(.......... Nama Jelas ......... )

Catatan:
- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Oicontreng M



F. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UNTUK PEMOHON ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN HIBAH
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

(Dasar : Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Ormas I Pemohon
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Nama Ketua dan No HP
d. Nama Sekretaris dan No HP
e. Nama Bendahara dan No HP

· ~ .
· .
· .
· .
· .
..................................................................................................................

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1 Surat Permohonan I Usulan kepada Gubemur yang ditandatangani oleh
ketua dan sekretaris atau sebutan lain serta di bubuhi cap
Proposal yang memuat :
a. Latar Belakang

2 b. Maksud dan Tujuan
c. Susunan Kepengurusan yang jelas
d. Rincian rencana kebutuhan biCIY_a_{RA~ Permohonan

3 Memiliki Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kades setempat atau sebutan
lain

4 Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah

Melampirkan badan hukum yayasan atau perkumpulan dan telah

5 mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan ham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM
6 paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan

7 Dokumen Teknis, berupa RAB kegiatan fisiklbangunan *

8 Dokumen Teknis, berupa RAB pembelian kendaraan
operasionaUspesifiklkhusus lainnya *

9 Memiliki sekrretariat tetap di Daerah

10 Salinan/fotocopi KTP yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris,
Bendahara

11 Surat Keterangan dari perangkat daerah pemerintah kabupatenlkota
setempat yang terkait

12 LPJ hibah, bagi yang pemah menerima hibah

13 Tidak mengajukan proposal hibah pada tahun anggaran yang sarna dan
lebih dari 1 (satu) proposal

14 Status tanah untuk kegiatan pembangunanffisik, kepemilikannya atas nama
badan atau lembaga

Kab/Kota
Lel"l[k~ I I Memenuhi Syarat Untuk Dibantu
Tidak Lel!.9_kap I I Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Permohonan,

TID

( Nama Jelas )

Catatan:
* contreng (v) jika terdapat dalam usulan permohonan (RAB)
- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng M



. G. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMOHON INDIVIDU
DAN KELUARGA

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

INDIVIDU DAN KELUARGA

(Dasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Individu I Keluarga
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

................................................................................................................

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1 Surat Permohonan I Usulan Bansos kepada Gubernur yang
ditandatangani/diparaf oleh pemohon

f-
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Permohonan2

3 Fotocopi KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berfaku

4
Surat Keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang

5 Fotockopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Kab/Kota

Lengkap Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Tidak Lengkap Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Permohonan,

TID

( Nama jelas )



H. - DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMOHON KELOMPOK
MASYSARAKAT

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

KELOMPOK MASYARAKAT

(Dasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Kelompok Masyarakat
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1
Surat Permohonan I Usulan Bansos kepada Gubemur yang ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain

2 Proposal yang memuat :

a. Latar Belakang

b. Maksud dan Tujuan

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3 Fotocopi KTP atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang
masih ber1aku

4 Surat Keterangan yang ditandatangani olen pejabat yang berwenang

Kab/Kota

Lengkap Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Tidak Lengkap Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Permohonan,

lTD

(....... Nama [elas ...... )



I. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMOHON LEMBAGAAH
NON PEMERINTAH

DAFTAR EVALUASI

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
LEMBAGA NON PEMERINTAH

(Oasar: Peraturan Gubernur Kalimantna TimurTahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos Pemprov. Kaltim

1. Nama LemDaga Non pemerlntan
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)

· .
· .
· .

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1 Surat Permohonan I Usulan Bansos kepada Gubemur yang ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain dan dibubuhi cap

2 Proposal yang memuat :
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
G, Susunan kepengurusan lembaga
d. Jumlah Data Binaan
e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3 Persyaratan Administrasi meliputi :
a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan
b. Sural Ijin Operasional dari Perangkat Daerah Pemerintah KabupatenlKota
yang terkalt
c. Nomor Pokok Wajib Pajak
d. Rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga, jika usulan bansos
beruea uana
e. Surat Keterangan dari Perangkat Daerah Pemerintah KablKota setempat
yang tsrxalt
f. Fotokopi KTP yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lain

Kab/Kota
Lengkap Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Tidak Lengkap Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, ...............•...................

Petugas Evaluasi Permohonan,

ttd

( Nama jelas ...••• )

Sa1inan sesuai degnan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BI HUKUM,
Samarinda, 13Agustus 2018

GUBERNURKALIMANTAN TIMUR,

ttd

H.SUR Q,SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEKISHAK



LAMPlRAN V PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR NOMOR 33
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUANSOSIAL

FORMAT NASKAHPERJANJIAN HIBAH DAERAH

1. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DENGAN NILAI PENCAIRAN
Rp 200 JUTA (ATAUKURANGDARI Rp 200 JUTA

NASKAHPERJANJIAN HIBAH
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR
DENGAN

.........................................................
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Nomor:
Nomor:

Pada hari ini, tanggal , bulan , tahun
..................... , bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I . Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Timur selaku PPKD/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) bantuan hibah
dan bantuan sosial Prov. Kaltim, dalam hal
ini bertindak untuk dart atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada
No. 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah
untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

II . Ketua , dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
...................... yang berkedudukan di
Jalan , selaku Penerima
Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK bersepakat untuk
membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:



-2-

BABI
BESARBANTUAN, MAKSUD,TUJUANDAN

PEMBERIANBANTUANHIBAH

Pasal 1

(1) Pihak Pe~a memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar Rp.
....... melalui APBD Tahun Anggaran 20XX sesuai dengan DPA Nomor
................. tanggal tentang Belanja Hibah .

(2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20XX
pada kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening .

(3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMAkepada
pihak KEDUA adalah untuk
............................................................................... , Sebagaimana tertuang
dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUAkepada pihak PERTAMA;

BAB II
HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 2
Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana dari pihak KEDUAdisertai laporan realisasi penerimaan
dan realisasi pengeluaran;

(2) Pihak PERTAMAberhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan
hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

(3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak
PERTAMAsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah
pada Bank No.Rek setelah Pihak
KEDUAmemenuhi persyaratan pencairan.

(2) Pihak PERTAMAmelakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan
bantuan hibah yang diberikan kepada pihak PERTAMAmelalui SKPDjUnit
Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dati SKPD/Unit Kerja terkait yang
menerbitkan rekomendasi wajib disampaikan kepada Pihak PERTAMA
dengan tembusan kepada Gubernur dan Inspektorat Daerah.



-3-

(4) Pihak KEDUAwajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari Pihak
PERTAMAuntuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal
pencairan hibah yang diajukan;

(5) Pihak KEDUAberkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan
keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMAsesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku;

(6) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran
sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam
permohonan pencairan hibah kepada pihak PERTAMAdan melaporkan hasil
kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kepada Gubemur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Sebagai PPKD dengan tembusan Kepala SKPD
yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

(7) Pihak KEDUA wajib menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berikutnya sampai
pelaksanaan kegiatan selesai

(8) Pihak KEDUAwajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam
bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka
pengawasarr/pemeriksaan atas dana hibah;

(9) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang
dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran
dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar
pencairan dana hibah;

(10) Pihak KEDUAwajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan
bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian seusai dengan nilai
nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam
penggunaan dana hibah;

(11) Pihak KEDUAwajib menyimpan atau mengarsipkan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) pencairan, untuk
dipergunakan oleh Pihak KEDUAselaku objek pemeriksaan

BABIV
SANKSI

Pasal 4

Apabila pihak KEDUA tidak/belum memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 maka tidak diberikan bantuan hibah, dan dapat
dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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BABVI
LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalarn rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sarna;

(2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka
penyelesaiannya melalui Pengadilan NegeriSarnarlnda.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

.......................... , . ................................................



2. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DENGAN NILAI
PENCAIRAN Rp 500 JUTA SAMPAIDENGANRp 1 MILYAR

NASKAHPERJANJIANHIBAH
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN

...............................................•...•.....

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Nomor:
Nomor:

Pada hari ini, tanggal , bulan , tahun
..................... , bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I . Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Timur selaku PPKDjKuasa
Pengguna Anggaran (KPA)bantuan hibah
dan bantuan sosial Prov. Kaltim, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada
No. 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah
untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

II. . Ketua , dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
...................... yang berkedudukan di
Jalan , selaku Penerima
Hibah selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.

PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUAdisebut PARAPIHAKbersepakat untuk
membuat PeIjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BABI
BESARBANTUAN, MAKSUD,TUJUANDAN

PEMBERIANBANTUANHIBAH

Pasall

(1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar
Rp........ melalui APBDTahun Anggaran 20XX sesuai dengan DPA Nomor
................. tanggal tentang Belanja Hibah .

(2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran
20XX pada kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening
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(3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA
kepada pihak KEDUA adalah untuk
............................................................................... , Sebagaimana
tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUAkepada pihak
PERTAMA;

BAB II
HAKDANKEWAJIBAN

Pasal2
Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi
penerimaan dan realisasi pengeluaran;

(2) Pihak PERTAMAberhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan
hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya
maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

(3) Pihak KEDUAberhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak
PERTAMAsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah
pada Bank No.Rek setelah pihak
KEDUAmemenuhi persyaratan pencairan, yang diatur sebagai berikut:

a. Penyalurarr/pencairan tahap I sebesar Rp. 50 % (lima puluh persen)
dari nilai hibah; dan

b. Penyaluran/pencairan tahap II sebesar Rp. 50 o (lima puluh persen)
setelah Pihak KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi keuangan tahap I paling rendah sebesar 75 % (tujuh puluh
lima persen)

(2) Pihak PERTAMAmelakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan
bantuan hibah yang diberikan kepada pihak PERTAMA melalui
SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dari SKPDjUnit Kerja terkait yang
menerbitkan rekomendasi wajib disampaikan kepada Pihak PERTAMA
dengan tembusan kepada Gubernur dan Inspektorat Daerah.
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(4) Pihak KEDUAwajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari Pihak
PERTAMAuntuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal
pencairan hibah yang diajukan;

(5) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan
penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMAsesuai ketentuan
dan peraturan yang berlaku;

(6) Pihak KEDUAberkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran
sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam
permohonan pencairan hibah kepada pihak PERTAMAdan melaporkan
hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai PPKD dengan tembusan
Kepala SKPD yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektur Provinsi
Kalimantan Timur.

(7) Pihak KEDUA wajib menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berikutnya sampai
pelaksanaan kegiatan selesai

(8) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen
dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMAdalam rangka
pengawasarr/pemeriksaan atas dana hibah;

(9) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang
dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap
kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai
dasar pencairan dana hibah;

(10) Pihak KEDUAwajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan
dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian seusai
dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan
dalam penggunaan dana hibah;

(11) Pihak KEDUAwajib menyimpan atau mengarsipkan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) pencairan,
untuk dipergunakan oleh Pihak KEDUAselaku objek pemeriksaan

BABIV
SANKSI

Pasal 4

Apabila pihak KEDUAtidak/belum memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 maka tidak diberikan bantuan hibah, dan dapat
dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
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BABVI
LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) Demikian perjanjian mi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalarn rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sarna;

(2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka
penyelesaiannya melalui Pengadilan NegeriSamarinda.

PIHAKKEDUA, PIHAKPERTAMA,



3. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DENGAN NILAI
PENCAIRAN DIATAS Rp 1MILYAR

NASKAH PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Nomor:
Nomor:

Pada hari ini, tanggal , bulan , tahun
..................... , bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I . Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Timur selaku PPKD/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) bantuan hibah
dan bantuan sosial Prov. Kaltim, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada
No. 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah
untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

II. .. Ketua , dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
...................... yang berkedudukan di
J alan , selaku Penerima
Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK bersepakat untuk
membuat PeIjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BABI
BESAR BANTUAN , MAKSUD, TUJUAN DAN

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Pasall

(1) Pihak Pertama memberlkan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar
Rp ........ melalui APBD Tahun Anggaran 20XX sesuai dengan DPA Nomor
................. tanggal tentang Belanja Hibah .

(2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran
20XX pada kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening
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(3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA
kepada pihak KEDUA adalah untuk
............................................................................... , Sebagaimana
tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak
PERTAMA;

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal2
Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi
penerimaan dan realisasi pengeluaran;

(2) Pihak PERTAMAberhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan
hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya
maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

(3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak
PERTAMAsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah
pada Bank No.Rek setelah Pihak
KEDUA memenuhi persyaratan pencairan, yang diatur sebagai berikut:

a. Penyaluran /pencairan tahap I sebesar Rp. 40 % (empat puluh persen)
dari nilai hibah;

b. Penyaluran/pencairan tahap II sebesar Rp. 30 % (tiga puluh persen)
setelah Pihak KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi keuangan tahap I paling rendah sebesar 80 % (delapan puluh
persen); dan

c. Penyalurarr/pencairan tahap III sebesar Rp. 30 % (tiga puluh persen)
setelah Pihak KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi keuangan tahap I dan tahap II paling rendah sebesar 90 0/0
(sembilan puluh persen);

(2) Pihak PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan
bantuan hibah yang diberikan kepada pihak PERTAMA melalui
SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD/Unit Kerja terkait yang
menerbitkan rekomendasi wajib disampaikan kepada Pihak PERTAMA
dengan tembusan kepada Gubernur dan Inspektorat Daerah.
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(4) Pihak KEDUAwajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari Pihak
PERTAMAuntuk digul1akan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal
pencairan hibah yang diajukan;

(5) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan
penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMA·sesuai ketentuan
dan peraturan yang berlaku;

(6) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran
sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam
permohonan pencairan hibah kepada pihak PERTAMAdan melaporkan
hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai PPKD dengan tembusan
Kepala SKPD yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektur Provinsi
Kalimantan Timur.

(7) Pihak KEDUA wajib menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berikutnya sampai
pelaksanaan kegiatan selesai

(8) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen
dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMAdalam rangka
pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;

(9) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang
dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap
kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai
dasar pencairan dana hibah;

(10) Pihak KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan
dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian seusai
dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan
dalam penggunaan dana hibah;

(11) Pihak KEDUAwajib menyimpan atau mengarsipkan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) pencairan,
untuk dipergunakan oleh Pihak KEDUAselaku objek pemeriksaan

BABIV

SANKSI
Pasal 4

Apabila pihak KEDUA tidak/belum memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 maka tidak diberikan bantuan hibah, dan dapat
dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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BABVI
LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) Demikian perjanjian mi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalarn rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sarna;

(2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka
penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Sarnarinda.

PIHAKKEDUA, PIHAKPERTAMA,



4. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH UNTUK PENERIMA HIBAH
PEMERINTAH PUSAT/INSTANSI VERTIKAL

NASKAHPERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR
DENGAN

.........................................................
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Nomor:
Nomor:

Pada hari ini, tanggal , bulan , tahun ,
bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini:

I . Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Timur selaku PPKD/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) bantuan hibah dan
bantuan sosial Prov. Kaltim, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang
berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2
Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk
selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA.

II . Ketua , dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama .
yang berkedudukan di Jalan ,
selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK bersepakat untuk
membuat PeIjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BABI
BESAR BANTUAN, MAKSUD, TUJUAN DAN

PEMBERIAN BANTUANHIBAH

Pasall

(1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar Rp .
melalui APBD Tahun Anggaran 20XX sesuai dengan DPA Nomor .
tanggal tentang Belanja Hibah .

(2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20XX pada
kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening .

(3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA kepada
pihak KEDUA adalah untuk ~ ,
Sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada
pihak PERTAMA;
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BAB II
HAK DANKEWAJIBAN

Pasal2
Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi
pengeluaran:

(2) Pihak PERTAMAberhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan hibah
yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

(3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak
PERTAMAsebagaimana dimaksud dalam pasal 1ayat 1.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah pada
Bank................ No.Rek setelah Pihak KEDUA

;;;memenuhi persyaratan pencairan. Li

Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah pada
Bank........... No.Rek setelah Pihak KEDUA
memenuhi persyaratan pencairan, yang diatur sebagai berikut : t~
a. Penyaluranj'pencairan tahap I sebesar Rp. 50 % (lima puluh persen) dari

nilai hibah; dan
b. Penyaluranj'pencairan tahap II sebesar Rp. 50 % (lima puluh persen) setelah

Pihak KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
keuangan tahap I paling rendah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)

Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah pada
Bank....... No.Rek setelah Pihak KEDUA
memenuhi persyaratan pencairan, yang diatur sebagai berikut : t~~
c. Penyaluranjpencairan tahap I sebesar Rp. 40 % (empat puluh persen) dari

nilai hibah;
d. Penyaluranjpencairan tahap II sebesar Rp. 30 % (tiga puluh persen) setelah

Pihak KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
keuangan tahap I paling rendah sebesar 80 % (delapan puluh persen); dan

e. Penyaluranj pencairan tahap III sebesar Rp. 30 % (tiga puluh persen) setelah
Pihak KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
keuangan tahap I dan tahap II paling rendah sebesar 90 % (sembilan puluh
persen);

(2) Pihak PERTAMAmelakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan
hibah yang diberikan kepada pihak PERTAMAmelalui SKPDjUnit Kerja terkait
yang menerbitkan rekomendasi.
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(3) Hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan
rekomendasi wajib disampaikan kepada Pihak PERTAMA dengan tembusan
kepada Gubernur dan Inspektorat Daerah.

(4) Pihak KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dati Pihak
PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal
pencairan hibah yang diajukan;

(5) Pihak KEDUA menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran
tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN;

(6) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan
keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku;

(7) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan
pencairan hibah kepada pihak PERTAMA dan melaporkan hasil kegiatan paling
lambat tanggall0 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kepada Gubernur
Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sebagai PPKD dengan tembusan Kepala SKPD yang menerbitkan rekomendasi
dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

(8) Pihak KEDUA wajib menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berikutnya sampai pelaksanaan kegiatan selesai

(9) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam
bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka
pengawasan/ pemeriksaan atas dana hibah;

(10) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan
dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan
seluruh dokumen yang disampaikan sebagal dasar pencairan dana hibah;

(11) Pihak KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan
bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian seusai dengan nilai
nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan
dana hibah;

(12) Pihak KEDUA wajib menyimpan atau mengarsipkan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) pencairan, untuk dipergunakan
oleh Pihak KEDUA selaku objek pemeriksaan

BABN
SANKSI

Pasal 4

Apabila pihak KEDUA tidak/belufii memenuhl kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 maka tidak diberikan bantuan hibah, dan dapat
dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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BABVI
LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) Demikian peIjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama;

(2) Apabila teIjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka
penyelesaiannya melalui Pengadilan NegeriSamarinda.

PlHAK KEDUA, PlHAK PERTAMA,

........................................ , .

Catatan :

n dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta

t~dengan nilai Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar

F~dengan nilai di atas Rp. 1 milyar



5. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH UNTUK BARANG DAN
JASA

NASKAHPERJANJIANHIBAH
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN

................................................................................................................

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH(Barang atau Jasa)

Nomor : 415.43 j
Nomor:

jSKPDj20XX

Pada hari ini, tanggal , bulan , tahun
..................... , bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. . Kepala BadanjDinasjBiro
............................ Provinsi Kalimantan
Timur dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yang berkedudukan di
Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda selaku
Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut
PIHAKPERTAMA.

II. . ................................... , dalam hal lnl
bertindak untuk dan atas nama
................... yang berkedudukan di
................................. , selaku Penerima
Hibah selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.

PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUAdisebut PARAPIHAKbersepakat untuk
membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BABI
JUMLAH,JENIS BANTUAN, MAKSUDDANTUJUAN

PEMBERIAN HIBAH

Pasal1

(1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua berupa
barangjjasa senilai Rp..................... (.................................. rupiah),
db' b lk tengan nncian se agar en u :
No. Jenis Barangj Jasa Jumlah Nilai (Rp)

(Unit)
1
2
dst
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(2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran
20XX pada kelompok Belanja Langsung SKPD dengan kode rekening

(3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA
kepada pihak KEDUA adalah untuk ,
sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA
kepada pihak PERTAMA;

BAB II
PENYALURAN·HIBAH

Pasal2

(1) Penyaluran belanja hibah berupa barangjjasa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan
Timur tahun............... dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima
Barang.

(2) Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA,
dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. Berita Acara Serah Terima barangj Jasa;
c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab;
d. Salinanjfotocopy KTP.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan
melalui pemindahtanganan dari SKPD kepada PIHAK
KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah dari PIHAK
PERTAMA, segera menggunakan dan/ atau memanfaatkan sesuai
Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
HAKDANKEWAJIBAN

Pasal3
Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa apabila PIHAK
KEDUA, tidalc/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Pihak PERTAMAmelaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan
belanja hibah berupa barangfjasa.

(3) Pihak PERTAMA berhak menenma laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi
penerimaan dan realisasi pengeluaran;
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(4) Pihak PERTAMAberhak melakukan audit atas penggunaan bantuan
hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya
maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

(5) Pihak KEDUAberhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak
PERTAMAsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal4
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

(1) Pihak PERTAMAwajib menyerahkan barangjjasa apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah
berupa barangjjasa telah dipenuhi oleh PIHAKKEDUA;

(2) Pihak KEDUAmelaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara
formal dan materil atas penggunaan danjatau pemanfaatan barangjjasa
yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAKPERTAMA
dengan berpedoman pada Rencana PenggunaanjProposal dan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pihak KEDUAmembuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja
Hibah berupa Barangj Jasa kepada Gubernur melalui SKPD .
disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani
pimpinan lembagaj organisasi

(4) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen
dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMAdalam rangka
pengawasanjpemeriksaan atas dana hibah;

(5) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang
dipersyaratkan dalam penyerahan dan bertanggungjawab terhadap
kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai
dasar penyerahan barangfjasa;

BABIV
SANKSI

Pasal5

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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BABVI
LAIN-LAIN

Pasal6

{l) Demikian perjanjian InI dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalarn rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sarna.

(2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka
penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Sarnarinda.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Sarnarinda, 13 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

DR. H. AWANGFAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM

KEPALABIRO HUKUM,

~:s~
PEMBINA UTAMAMUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

.....



•
LAMPIRAN VI: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA

CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN HIBAH UNTUK
PEMOHON PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

A. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN HIBAH UNTUK
PEMOHON PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN HIBAH (BERUPA UANG)

PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

(Dasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama In5tan511 Parrlda
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Besarnya Usulan Pencairan (Rp)
d. Nama Pimpinan/Kepala Instansi atau Kepala Daerah ................. . ......... .. ........

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1 Menunjukan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dari
Gubemur

2
Surat Permohonan Pencairan Hibah yang ditandatangani oleh Pimpinan
Instansi 1Kepala Daerah dan dibubuhi cap

3 Rincian rencana anggaran biaya awallpermohonan

4 Rincian rencana anggaran biaya pencairan

5 Rekomendasi awal dari SKPD/Unit Kerja terkait

6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

7 Pakta Integritas

8 Surat Pemyataan Tanggung Jawab

9
Salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi danlatau
rekening kas umum daerah lainnya

10
Menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama
lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

11
Khusus untuk instansi pemerintah pusat memperoleh nomor register
dari kementerian keuangan

12 Materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

13 Rekomendasl Akhlr dari SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan
Kab/Kota

Lengkap Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Tlctak L6ligkap Tidal< Memenulil Syarat untuk Dlbantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Pencairan,
ttd

(....... Namajelas .w" )

Catatan:

1. Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Pencairan - Dicontreng M
2. Jika dokumen persyaratan lengkap dan memenuhi syarat untuk dicairkan bantuan hibahnya (berupa uang), maka
3 Pemerintah Pusat boleh berturut-turut



B. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN HIBAH UNTUK PEMOHON BADAN
ATAU LEMBAGA

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN HIBAH (BERUPA UANG)
BADAN ATAU LEMBAGA

(Dasar: Pergub Kaltim Nomor: ..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos Pemprov. Kaltim

1. Nama BadanlLembaga
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Besamya Usulan Pencairan (Rp)
d. Nama Ketua dan No HP
d. Nama Sekretaris dan No HP
e. Nama Bendahara dan No HP .

2. a. Dasar Peraturan Per-UU-an* .
b. Surat Keterangan Terdaftaryang dlterbitkan

oleh Menteri/GubemurlWalikotalBupati*: .
c. Surat Pengesahan/Penetapan dari Pimpinan

Instansi VertikallKepala SKPD terkait sesuai
kewenangannya ..

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1 Menunjukan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dan Gubemur

2 Surat Permohonan Pencairan hibah yang ditandatangani oteh ketua dan
sekretaris atau sebutan lain serta dibubuhi cap

3 Susunan Kepenaurusan vana ielas
4 Rencana anocaran biava awall permohonan
5 Rencana anggaran biaya (RAB) pencairan
6 Rekomendasi Awal dari SKPDlUnit Kerja terkait
7 Naskah Perjanjian Hlbah Daerah (NPHD)
8 Pakta Integritas
9 Surat PemvataanTanaQunQ Jawab

10 Salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan atau
lembaga dengan specimen nama ketua dan bendahara

11 Salinan/fotocopi KTP yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris,
Bendahara
Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani

12 ketualpimpinan dan dibubuhi cap badan atau lembaga serta dicantumkan
nama lengkap ketualpimpinan badan atau lembaga

13 Materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

14 PeninjauanIvisitasi ke lapangan oten SKPDlUnit Kerja terkait yang
menerbitkan rekomendasi awal

15 Rekomendasi Akhir dari SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan
I c, mdasl Awal

Kab/Kota
Lengkap I I Memenuhi Syarat Untuk Dibantu
Tidak Lengkap I I Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Pencairan

TID

( Nama Jelas )
Catatan:

1. Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Pencairan - Dicontreng M
Jika dokumen persyaratan lengkap dan memenuhi syarat untuk dicairkan bantuan hibahnya (berupa uang), maka diterbitkanlah

2. REKOMENDASI AKHIR oleh SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan REKOMENDASI AWAL

* boleh berturut-turut dan boleh mendapatkan hibah (uang) lebih dari Rp. 200 juta. serta isi dasar peraturan perundang-
undangannya



C. DAFTAR EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN HIBAH UNTUK PEMOHON
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DAFTAR EVALUASJ

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH (BERUPA UANG)
ORGANISASI KEMASYARAKA TAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

(Dasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Ormas I Pemohon Pencairan
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Besarnya Usulan Pencairan (Rp)
d. Nama Ketua dan No HP
e. Nama Sekretaris dan No HP
f. Nama Bendahara dan No HP

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN

1
Menunjukan bukti surat pemberitahuan realisasi pencarian dari
Gubemur

2 Surat Permohonan pencairan Hibah yang ditandatangani olen ketua I
pimpinan dan sekretaris organisasi serta di bubuhi cap

3 Susunan Kepengurusan yang jelas

4 Rencana anggaran biaya (RAB) awallpermohonan

5 Rencana anggaran biaya (RAB) pencairan

6 Rekomendasi Awal dari SKPD/Unit Ke~a terkait

7 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

8 Pakta Integritas

9 Surat Pemyataan Tanggung Jawab

10 Memiliki sekrretariat tetap di Daerah

11 Salinanlfotocopi KTP yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris.
Bendahara

12 Peninjauan/visitasi ke lapangan oleh SKPDlUnit Ke~a terkait yang
menerbitkan rekomendasi awal

13 Rekomendasi Akhir dari SKPD/Unit Ke~a terkait yang menerbitkan
Rekomendasi Awal

Kab/Kota
Lengkap I I Memenuhi Syarat Untuk Dibantu
Tidak Lengkap I I Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Pencairan,

TID

( Nama Jelas )

Catatan:
- Setiap kolom Ceklist Dokumen Persyaratan Administrasi Permohonan - Dicontreng M
- Jika dokumen persyaratan lengkap dan memenuhi syarat untuk dicairkan bantuan hibahnya (berupa uang). maka diterbitkanlah

REKOMENDASI AKHIR oleh SKPD/Unit Ke~a terkait yang menerbitkan Rekomendasi Awal



D. PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMOHON INDIVIDU DAN KELUARGA

PENCA!RAN BANTYAN SOSIAl BERUPA YANG DILAKUK~N DENGAN CARA i

1. Pembayaran Langsung kepada Rekening Penerima
2. Dalam hal Bansos berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5 juta pencairannya dapat dilakukan mekanisme
3. Penyaluran dana Bansos (berupa uang) dilengkapi dengan Kuitansi Bukti Penerimaam Uang Bansos
(Oasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

E. DAFTAR EVALUASI DOKUME PERSYARATAN ADMNISTRASI PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMOHON KELOMPOK
MASYARAKAT DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

DAFTAR EVALUASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL (BERUPA UANG)

KELOMPOK MASYARAKAT DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH
(Oasar: Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Nama Kelompok Masyarakat f Lembaga Non Pemerintah *
a. Alamat Lengkap & Telp
b. Besamya Usulan Permohonan (Rp)
c. Besarnya Usuran Pencairan (Rp)
d. Nama Ketua dan No. HP
e. Nama Sekretaris dan No HP
f. Nama Bendahara dan No. HP

NO. PERSYARATAN ADA TIDAKADA KETERANGAN
Surat Permohonan f Usulan Pencairan Bansos kepada Gubernur Cq.

1 SPKAD Provo Kaltim (melalui Tim Hlbah dan Sansos) yang ditandatangani
olen Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi cap

2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) AwallPermohonan
3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pencairan
4 Pakta Integritas
5 Surat Pemyataan Tanggung Jawab

6 Fotocopi KTP atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih
berlaku

7 Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dengan
specimen nama Ketua dan Bendahara

8
Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani Ketua dan
dibubuhi cap lembaga serta dicantumkan nama lengkap Ketua lembaga

9 Materai Rp. 6.000 (enam ribu) sebanyak 6 (enam) tembar
Kab/Kota

Lengkap I I Memenuhi Syarat Untuk Dibantu
Tidak Lengkap I I Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dibantu

Samarinda, .

Petugas Evaluasi Pencairan,
ttd

(....... Nama jelas ...... )

Catatan :
*Pilih satan satu

Salinan sesuai degnan aslinya
SEKRETARIAT DAE PROVo KALTIM

KEPALA

Samarinda, 13 Agustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

PE!'vmINA UTAMA MUDA
NIP.196205271985031006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
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LAMPIRANVII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR NOMOR
2>3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

HIBAH DAN BANTUANSOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTANTIMUR

FORMAT REKOMENDASIAKHIR DAN HASIL EVALUASI
DOKUMENPERSYARATANADMINISTRASIPENCAIRAN

A. FORMAT REKOMENDASIAKHIROLEH PDjUNIT KERJA TERKAIT

KOP OPD MASING-MASING

Nomor
Samarinda, tgljblnjThn

Kepada

Lampiran 1 (satu] rangkap Yth. Gubemur ProvoKaltim
Cq. BPKADProv. Kaltim
di-Perihal Rekomendasi Akhir

Pencairan HibahTahun Samarinda
...•...........

Sehubungan dengan perihal sebagaimana tersebut di atas dan
berdasarkan hasil evaluasi permohonan pencairanjusulan tertulis
dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan hibah,
peninjauan ke lapangan dan verifikasi RAB Pencairan yang telah
kami lakukan sebagaimana termaktub dalam Pergub Kaltim Nomor :
..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Pemprov. Kaltim, maka dengan ini disampaikan bahwa
pemohon pencairan bantuan hibah sebagaimana yang tertera dalam
lampiran surat rekomendasi akhir ini memenuhi syarat I tidak
memenuhi syarat untuk dijadikan dasar dan pertimbangan proses
pencairan bantuan hibah dari Pemprov. Kaltim tahun anggaran

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

Kepala PDjUnit Kerja Terkait,

ttd

Pangkatj Gol
NIP.

Catatan : Lampiran 1 (satu) rangkap, adalah:
1. ProposaZ/UsuZan tertuZis pencairan
2. Hasii Ceklist Evaluasi Dokumen Persyaratan Administrasi Pencairan.
3. Dokumen Pencairan (RAB Akhir)
4. Asli Rekomendasi Akhir
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C. FORMAT SURAT PERMOHONANREALISASI PENCAIRANHIBAH DAN
BANSOS(berupa Uang)

KOPSURAT

Nomor
Lampiran: 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Realisasi

Pencairan Hibah I Bansos

Kab/Kota, ... tanggal ...bulan ...tahun

Kepada, Yth :

Gubernur Kalimantan Timur Cq. BPKAD
Prov. Kaltim
Cq. Tim Hibah dan Bansos d/a Biro Kesra
Setda Prov. Kaltim Lantai IVKantor
Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada No.2
Samarinda

di-
Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal sebagaimana tersebut di atas dan
dasar surat pemberitahuan realisasi pencairan dari Gubernur Kaltim
Nomor tanggal perihal , maka bersama ini kami
sampaikan permohonan pencairan bantuan hibah / bansos atas
nama badanjlembagaj ormasy alamat lengkap .

Sebagai dasar dan pertimbangan Bapak, bersama ini kami
sampaikan dokumerr/berkas persyaratan administrasi pencairan
hibah/bansos.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

Pemohon,

Tandatangan dan cap stempel

Sekretaris,
(Nama lengkap sesuai KTP)

Ketua
(Nama lengkap sesuai KTP)

Samarinda, 13 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIR HUKUM,

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

ttd

DR. H. AWANGFAROEKISHAK

H. SUR O. SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1006
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LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

lambang
[Nama LambangjOrganisasi Pelaksana]

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 201 ....

UNTUK ......•........

<sebutkan Nama/ Judul Kegiatan yang dibiayai dan belanja hibah>

[Alamat Lembaga/Organisasi Pelaksana]
[BULAN dan TAHUN Laporan]



DAFTARISI

o Kata Pengantar

o Surat Pernyataan Tanggungjawab

1] Data Pokok Penerima Bantuan

II. Laporan Keuangan

1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah

2. RealiasiPenggunaan

III. Lampiran:

1. Salinan Rekening Koran/Tabungan

2. Dokumentasi Kegiatan

3. Salinan Naskah PeIjanjian Hibah Daerah

4. Salinan Akta Pendirian Lembaga/ Ormaa

5. Buktij'bukti Transaksi

-2-

Halaman

i

ii

iii

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

---======;.._-~s~
PEMBINA UTAMAMUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 13 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



LAMPIRANIX PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR NOMOR
33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
BANTUANHIBAHDANBANTUANSOSIAL

FORMATPAKTAINTEGRITAS

A. FORMATPAKTAINTEGRITASPEMBERIANHIBAH

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

PAKTA IriTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini
Nama
Umur
Jabatan dalam badanjlembagaj ormasy
NO KTPjSIM
Nama Badan Lembagaj Ormasy
Alamat

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.. " " " "" " " ,,"" ""

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggung jawaban peneriman hibah
dari pemerintah Provinsi Kaltimatan Timur, dengan ini menyatakan Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib berwenang apabila

mengetahui ada indikasi KKNdidalam proses penggunan dana hibah yang
diberikan oleh pemerintah daerah;

3. Dalam mempergunakan hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya
secara bersih, trasnparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan
segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan
hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah ini sesuai dengan naskah
perjanjian hibah daerah (NPHD)yang telah disepakati bersama; dan

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITASini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta
tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

KabjKota, tgljblnjthn

Nama Badan, Lembaga, Ormasy

Ketua
Materai Rp 6.000,-

Nama lengkap sesuai KTP
( )
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B. PAKTAINTEGRITASPEMBERIANBANTUANSOSIAL
Untuk kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah

KOP KELOMPOK MASYARAKAT/LEMBAGA/NON PEMERINTAHAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini
Nama
Jabatan dalam Pokmasy jlembaga
NO KTPjSIM
Nama Kelompok Masyarakar/Iembaga
Alamat

.....................................................

1. Dalam rangka mempergunakan dan mepertanggung jawaban penerimaan
bantuan sosial dari pemerintah provinsi kalimatan timur,dengan ini
menyatakan bahwa saya:

Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib berwenang apabila

mengetahui ada indikasi KKNdidalam proses penggunan dana hibah yang
diberikan oleh pemerintah daerah; dan -

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITASini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta
tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

KabjKota, tgl/blnjthn
Nama Pokmasy ILembaga

Ketua
Materai Rp 6.000,-

Nama lengkap sesuai KTP
( )

Samarinda, 13 Agustus 2018

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

ttd

DR. H. AWANGFAROEKISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM
KEPALABIRO HUKUM,

=;:s~
PEMBINAUTAMAMUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

-



LAMPIRANX PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMURNOMOR
33 TAHUN 2018 TENTANGTATA CARA PEMBERIAN
HIBAHDANBANTUANSOSIAL

FORMATSURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

KOP BADANjLEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Umur
Jabatan dalam badan/lembaga/ormasy:
No KTPjSIM
Nama badanjlembagaj ormasy
Alamat

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawaban penerimaan
hibahjbantuan sosial dari Gubemur Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan
bahwa:

i. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan
Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. lsi dan penjelasan di dalam usulanjproposal dan dokumen lainnya termasuk
nomor rekening Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon j
penerima bantuan

3. Saya bersedia memenuhi kewajiban saya untuk menyiapkan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) selengkapnya dan memberikan laporan
penggunaan dana bantuan kepada Gubernur Cq. Bendahara
PengeluaranjBantuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, paling lambat 1
(satu) bulan setelah bantuan ini diterima. Bila saya tidak dapat memenuhi,
saya bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang beriaku
oleh pejabat yang berwenang

4. Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 3 (tiga)dengan perincian sebagai berikut :
a. Lembaran pertama bermaterai Rp. 6.000,- untuk Gubernur Cq. Bendahara

PengeluaranjBantuan BPKADProvinsi Kalimantan Timur;
b. Lembaran kedua untuk yang membuat pernyataan bertanggungjawab; dan
c. Arsip.
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5. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pemyataan tersebut di
atas akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi si penerima bantuan

Demikian surat pernyataan bertanggungjawab ini dibuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya

Kab/Kota ..... , tgl...bulan ... tahun ....

Nama badan, lembaga, ormasy

Ketua,

Bermaterai Rp. 6000,-

( )

Nama leng~p sesuai KTP

Samarinda, 13 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANGFAROEKISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM, .

~ ...--->
<::--;>-H~.-s;n;:t:-;;

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPANHIBAH BERUPA
BARAN'GDAN/ ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG

1. FORMAT LAPORAt~REALISASIANGGARAt~SKPD:

2.2.2.2

2.2.2.2.1

2.2.2.3

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA .
SKPD .

LAPORA.l\IREi\LISASI ANGGARA.N
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER....

Hibah barangfjasa yang
diserahkan kepada pihak

. t

Sosial

Bantuan sosial barang
yang diserahkan kepada

Belanja barang untuk
diserahkan kepada pihak
ketiga/rnasyarakat selain
hibah dan bantuan sosial

2.2.2.XX Barang/ jasa selain hibah
dan bantuan sosial

*) Khusus untuk OPDyang melaksanakan tugas pemungutan pajak.
**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu

perlombaan atau penghargaan atas suatu prestast.
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KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

is;;'No':r, 11!;;B!f;;'0~t:c~;;!i;1;lJi;~m;:i!Ufruan:;;;;y, 1:*i;Ga.bungan:;~' l;i;~H,t{;;/i!W'iih;+,;,·, ;<;,;y,);;;;;;;c;;¥J k;!I:i0i.~;? iPemda3'
1 Pendapatan Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah xxx ... Pendapatan pajak daerah Xxx
4 PendapatanreUibuffidaerah xxx ... Pendapatan retribusi daerah Xxx
5 Hasil pengelolaan kekayaan Hasil pengelolaan kekayaan Xxxdaerah yang dipisahkan xxx daerah yang dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang sah xxx ... Lain-lain PAD yang sah Xxx
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx Jumlah Pendapatan Asli Daerah Xxx
8 Danaperimbangan xxx ... Dana transfer Xxx
9 Lain-lain pendapatan yang sah xxx Lain-lain pendapatan yang sah Xxx
10 Jumlah pendapatan xxx Jumlah pendapatan Xxx
11 Belanja Belanja
12 Belanja Tidak Langsung xxx Belanja Operasi Xxx
12.1 Belania Pegawai xxx ... Belanja Pegawai Xxx
12.3 Bunga xxx Belanja Barang Xxx
12.4 Subsidi xxx
12.5 Hibah xxx Bunga Xxx
12.6 Bantuan Sosial xxx Subsidi Xxx
13 Belanja Langsung xxx Hibah Xxx

Belanja pegawai xxx - Bantuan Sosial Xxx
Belanja Barang dan Jasa xxx Belanja Modal Xxx
I)Hibah barangfjasa yang xx -

diserahkan kepada pihak
ketigajmasyarakat

2)Bantuan sosial barangjjasa xx -
yang diserahkan kepada
pihak ketigaj masyarakat

3H3arangliasa selain 1) dan 2) xx -
Belanja modal xxx -I'

14 Jumlah belanja xxx Jumlah belanja Xxx
15 Surplus j defisit xxx Surplus / defisit Xxx
16 Pembiayaan daerah Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiayaan xxx II> Penerimaan pembiayaan Xxx
18 Pengeluaran pembiayaan xxx ... Pengeluaran pembiayaan Xxx
19 Pembiayaan neto xxx Pembiayaan neto xxx
20 Sisa lebih pembiayaan tahun xxx Sisa lebih pembiayaan tahun xxx

berkenaan(SILPAl berkenaan (SILPA)

Samarinda, 13 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

=~.~
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


